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PERATURAN BUPATI MALUKU TENG AH 

NOMOR 30 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK RESTORAN 



BUPATT MAUUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

• 
PERATURAN EUPAT! MLUKU TENOAH 

NOMOR 3 0 TAHUN 20I8 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNCIJTAN PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH 

Menimbang ' e.  bahwa untuk melaksanekan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pesa 1 1 ,  
Pa&al 12 ayat (3), Pase 13 ayat (5), Paa 14 ayat (5), Paul 19, Peal 

24 ayat (3), Pasal 25 ayat [7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) 

Pasal 29 ayat (), Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten 
Maluiu Tengah Nomor 19 Tahu 2012 tentang Pajak Restoran, 
perlu ditetapkan dcngan Peraruran 3upati 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud paca 
urut a, perlu meretapkn Peraran Bupat tentang Tata Cara 
Perungutan Pajak Restoran, 

Mer.gir.sat 

• 

• Undang-Undang Nomor 60 Tahun 158 tantang Penctapan Undaog­ 
Undang Darurat Nomor 23 Tahu 1957 tentang Pembenruan 
Daerah-Darrah Swatantra Tingkat II ~dalar Wilyah Daerah 
Swatantra Tgkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 16/5, 

2. Undang-Undang No. 8 Tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Repubhi Indonesia Tahu 1931 N o r r  7670) 

3. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Burua dan Kaopaten Maluku 
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 
3961) jo. Undang-Unsang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ates Padang-\hndang Noor a Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O 
Nomor 73, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 

3985), 



• 

• 

4. Undang-Undang Nomr 17 Tau 2003 tetang Heuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOmo 7 
Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia NOm0r 4286) 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahur. 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Scram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat 
dan Kabupaten Kepulauan Ara di Provinsi Maluku [Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 
Lerobaran Negara Republik Indonesia Noror 4350), 

6. Uacang-Undang Nomor 0I Tahu 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Narar 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesie 
Noror 4355, 

7.Undang-Undang Nomior 33 Tahun 2004 nrang erimbangan 
Keuangan Antara Pererinuah Pusat dan Pemerintahan Daer@h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4438); 

I0. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Norhor 130, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) 

I.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan tLembaran Negara RepubLik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), 

12. Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemeriotahan 
Dara.h (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tatun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairmana telah diubah bcbcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban 
Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahan 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [(Lcmbaran Negara Repubhtk Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679), 

I3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang erubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Arbon {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137, 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 
Nor0r 4578], 

16 Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun  22005 tctaog Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593] 



Menetapkan 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 215 tentang Perubuhan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 te0tang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Fidana (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772) 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Laun 2016 tentang ketentan 
Umum dan Tata Cara Pemuugutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia tahun 2016 Nam0e 2444\ 

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produ.k Hukum Dacrah (Beia Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Noor 2036), 

21 Peraturan Ducrah Kabupaten Matuku Tengah Nomor 04 Tahun 201 6 
tentang Pember.tukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten 
Matuku Tengah {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun 2016 Nomor 183) 

21. Peraturan Bupati Mauk Tcngah Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah [Berita Daerah Kabupaten Malukeu 
Tengah Tahun 2016 Noror 265; 

MEMU'TUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAk 
RESTORAN 

• 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 

Dalam Perat~ran Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1 Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tengah 
2. Kepala Dacrah adalah Bupati Maluku Tengah. 
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah 
• Kepala Badan adalah Kcepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah 

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertcntu di bidang 
perpajakan darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Restoran adalah fasilitas penyedit makanan dan/atau mimuman dengan 
dipungut bayaran yang mencakup jug rurah makan, rumah kopi, 
warung makan, depot, kafe, kafetaria, kantin, warung, karaoke, 
toko/kios/ warung penjualan roti/ kue dan scjcnisnya, bar dan sejenisnya 
termasuk jasa boga/ catering, baik yang dinikmati di tempat maupun 
yang dibungkus atau dibawa pulang 



• 

• 

• 

• 

7 Pajak Restoran adalah pajak atas peloyanan yang disediakan oleh 
vest0ran 

8. Pengusaha Restoran acalah perorangan atau badan yang 
menyelenggarakan useha restoran untuk dan atas namonva sendiri atau 
unttk dan atas nama pihak lain yang menjadi tangguungannya 

9. Perungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatanpenagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

IO. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam 
mclaksanakeun hak dan kewajiban perpajakannya 

I I  Sistem Self Assesmentadalah suaru sistem dimana Wjib Pajak diberi 
kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang 

I2. Surat Pemberitahuan Obiek Pajak Derah, yang selanjutnya disingkat 
$POpD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
Objek Pajak sesuai dengan kctentuan peraturan perndang-undangan 
perpajakan daerah; 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objck pajakdan/atau buk~n harta dan kewajiban seouqi dengan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

4. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 88PD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang tclah dilakukan dengan 
menggunakan forrufir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang elanjutnya disingkat 
SKPDK8, adalah surat ketetapan pajak yang menentuakan besarnya 
Jurlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jmlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak. besamnya sanks administratif dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar 

6. Surat Ketetapan Pajak Daeran Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah dtetapkan. 

I7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pook pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada krcdit pajak 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebh Bayar, yang selanjutnya disingkat 
$KPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menenrukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang 

19. Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang so.anjutnya disingkat STPD, adalah 
urat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 
bcrupa bunga dan/atau denda 

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesaiahan tuhis, kesalaban hitung, dan/atau kckcliruan alam pcncrapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajaan 
dacrah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 



s 

Surat 
Surat 

Bayar, 

atau 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 
Keputusan Keberatan 

2l. Surat Keputusan Keberatan adalah surat kcputusan atas kcberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atau terhadap 
pcmotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak 

22. Putuan Banding adalah Putusan Badan Perad»tan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 

23. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
+data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objcktif dae 

profesiona! berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
Kcpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakcan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka mclaksanakan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah 

24, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
scrangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

• 

BAB I 

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kcsatu 
Pendaftaran 

Pasad 2 

I) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan sahanya Objek Pajak Retoran 
dengan mengisi formulir pendaftaran Wa[it Pajak dan disampuaikan epade 
Kepata Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lmbat 30 (uigapuluh) hart 

sebehuam kegiatan usaha dirulai, kecuali ditentukan lain. 
(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak scbagaimana dimaksad pada ayat (), diambil 

sendiri oleh Wajib Pajak di Badan Pendapaan Daerah 
(3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib diisi 

dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak dengan 
clamprkan 

a. Fotocopy identitas diri/ penaggung Jawab/ penerima kuasa (KT,SIM,PASPORN; 
b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha; 
c. Surat keterangan domisili tempat usaha, 

d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang 

e. Surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan 
dcngan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemocri kuasa 

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunju, paling lambat 7 
tujun) bani ejak tanggal diterima 
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(4) Wajib pajak yang telah mendaltarkan scbagaimana dimoksud pada ayat fl),  Kepala 
Daerah menerbitkan 

a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak 
yang dikenakan, 

b. Kartu NPWPD, 

c. Surat Pemberitahuan 

(5) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanta dimaksud pada 
ayat (I) Kepala Daerah menerbitkan NPWpp gecara jabatan 

(6) Pembenitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib 
dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dibihat, dibaca oleh 
pengunsung/tamu hotel atau di tempat pembayaran kasir. 

Bagian Kedua 

Pela poran 

Pasal 3 

() Setap Wajib Pajak Restoran, wajfb mengisi sPTpp dengan benar, jelas dan 
lengkp ditandatangani oleh Waib Pajak serta mnyarpeikan ke Bad 
Pendapatan Daerah. 

• 
(2) SPT9D sebagairana dimaksud pada ayat (l), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di 

iadan Pendapatan Daerah, 

(3) SPTPD berisikan pelaporan atas omart penerimaan bruto Wajib Pajak atas 
penyediaan pelayanan restoran dengan dipungut bayaran 

() Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),  dilakukan paling lama 
10 (sepuluh hari) setclah berakhirnya mnasa pajak 

5) pabila batas waktu pcnyampaian SPTD jatuh pada har· ibur maka batas 
waktu pcnyamp@ian [SPTPD) jatuh pada satu hari kerja berikutnya 

6) Pnyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat () harus disertai 
lampiran 

a. Dokumen berupa rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; 

b. Rekapitulasi penggunaan berikut tindasan nota pembayaran (bill) atau struk 
cash register, dan 

c. Bukti setoran pajak yang telah dilakukan (Tindasan Surat Setoran Pajak 
Daera.h) 

7) SPTPD dianggap tidal disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib Pajak 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I dan tidak dilampirkan ketcrangan atau 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 2yat (6l 

Pasal 

[ I )  Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat 
emberikan perpanjangan waktu penyampaian 99Tpp paling lama 7 (tujuh) hari 

erja 



(2) Permohonan perpanjangan pcnyampaian SPTD oleh Wajib Pajak scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diajkan secara tcrtuhis disertai alasan yang jelas 
sebelum berakhirnya batas waktu penyarpaian SPTD sebagaimana dimnaksud 
dalam pasal 3 ayat (4]) 

Pasal 5 

I} Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkae gppp yang telah 
disampaikan, dengan menyampaikan surat pcrnyataan tertulis kcpada Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (juh) hari sesudah 
berakhirnye masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan 
pemeriksaan 

(2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri gpTpp sebagaimana dimaksud ayat 
(l)yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenekan sanksi 
administrasi berupa bunged ebesar 2% tdua persen] per bu\an atas jumnlah pajak 
kurang bayar dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai 
dengan tanggal pembayaran akibat dan pembetulan gPTpn 

BAB I 

TATA CARA PENGHTTUNGAN PAJAK 

Pasal 6 

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

Pasal 7 
(I) Pajak restoran dihitung untuk setiap nota pembayaran atau bill yang dikcluarkan 

olch Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tarmu 
restoran 

(2) Penghitungan pajak restoran scbagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan 
dengan car; 

Makanan 40.000,00 

Minuran 20.000,00 

Snack 20.000,00 

Makaran dan minuman yang d.bungkus 20.000,00 

Jumtah '00.000,0O 

Pajak 10% 10.000,0O 

Jumlah yang harus dibayar 110.000,00 

Hasii penjumlahan yang seharusnya dibayar sebesar RRp. 100.000,00 (seratus 
sepuluh nibu rupiah} sebagairana dimaksud pada ayat [2) adalah merupakan 
dasar pengenaan pajak 



• 
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BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Penetapan 

• 

Pasal 8 

I} Pajak restoran dipungut dengan sistem Self Assessment yang memberikan 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
mnembayar dan melaporkan sendiri pajak tcrutang Kcpala Daerah atau Pejabat 
yang ditunjuk. 

(2] Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak 
yang terurang sebagaimane dimaksud pada ayat (), mengunakan SPTPD 

Pasal 9 

t l )  Dalam jangka waktu 5 (ima) tahun sesudah saat terutangya pajak Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: 

a. 3PDKB dalar halt 

Apabila berdasaran hasi pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yany 
terutang tidak atau kurang dibayar, 

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka 
waktu 15 (imabetas) hari sejak diterima dan setelah ditegur scars tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya sebagairmana ditentukan dalam surat 
teguran; 

3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipecnuhi, pajak yang tcrutang dihitung 
sccara jabatan. 

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/auau data yang semula betum 
terungkap yang menyebabkan penambahan yumlah pajak yang terutang. 

c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang dan udak ada kredit pajak 

(2) Jumtah kekurangan pajak yang terutung dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat () huruf a angka I dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berpa 
bunga sebesar 2% (dua pcrscn) per bulan dihitung dani pajak yang kurang ata 
terlambat dibayar untuak jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan 
hihitung cjak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. 

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimnana dimaksud pada ayat () 
huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan payak scbesar 25% (dua puluh lira) per bulan 
dihitung dari paja yang kurang atau terlambat bayar untk jangka waktu paling 
lama 24 (dua putuah empat) bulan dihitung sejak saat terhutangonya pajal 
sam peai dengan diterbitkannya SKPDK 

() umlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimnana 
dimaksud pada ayat [l, huruf b, dikcnakan sanks administratif brupa kcnaikan 
pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut 

t5) Kenakan sebagaimana dimnaksud pada ayat (+), tidak dikenakan apabila Wajib 
Pajakmelaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan 
tindakan pemeniksaan. 

• 

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak dapat diterbitkan sebelum 
didahuiui dengan penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3 

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari l 

(satu) kah untuk Masa Pajak 
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Pasal 10 

(l )  Pajak terutang dihitung sccara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) adalah penetapan besamnya pajak terutang dilalukan oleh Kepala Dacreh 
atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 
dimiiiti adan Pendapatan Daerah, Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan apabila 

a Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukaan can pencatatan omzet 
usahanya, 

b. Wajib Pajak mnenyclenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak 
engkap dan/atau tidak benar, 

c. Wajib Pajak tidak mnau menunjukan pembukuan dan/atau menolak untuk 
dperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan 
pemeriksaa 

d. Waib Pajak tidak menggunakan nota pembayaran atau (bill yang berseni dan 
bemomor urut dan/atau; 

e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi nota pembayaran (bit tidak 
mnelegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan 

(2) Sebelura dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petagas pemeriksa telah 
melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketontuan pcraturan perundang­ 
uandangan yang berlau 

3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzct yang diperoleh 
melalui salah satu atau lebih aani 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan 
tahapan prioritas sebagai berikut: 

a. berdasarkan hasil opname kas; 

b. berdasarkan hasi pengamatan langsung di lokasi tempat usaha 
Pajak; 

c. berdasarkan data pembanding 

(4) Pemeniksaan hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, 
dilakukan eouai prosedur yang lazim dan dilakukan sckurang-urangnya 
sebanyak 3 {tiga] kahi kunjungan dengan waktu dan hari yang berbcda. 

(5) Hasil opname kas scbagaimana diraksud pada ayat (Slakan dipakai scbagai nilai 
omzet per hari yang mnerupnan milsi rat@rata dari keseluruhan penerimaan as 
menuruat hasil kas opnare tersebut 

(6) Pemeriksaan berdasarkan has.l pengamatan langsung di lokasi tempat usaha 
Waiib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (4) uruf b, ditskukan dengar 
tindakan penungguansckurang-kurangnya sebanyak 1O (sepuluh) kali sesuai jam 
operasi baik sccara terus neneruas maupun berselang. 

7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung scbagaimana dimaksud pada ayat {7), 
omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumnlah 
pengunjung perhari dan rata-rata besamnya pembayaran yang dilakukan 
perorangan/ pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak. 

8) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak 
dengan kondisi usaha yang scjenis atau sekclas antara lain dari fasilitas, 
kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proposional atau kondisi 
saha antara tahuan atau buian yang scdang dipcniksa dcngan tahun atau blan 
sebelumnya 

[9) Data pembanding sebagammana dimasud pada ayat (9] dapat diperoleh 
berdasarkan data yang ada di Pemenntah Daerah, atau sumnber lain yang dapat 
dipcrcaya 

wajib 



Bagian Kedua 

Pembayaran 

Pasal ll 

(l) Pembayaran pajal terutang haruas dilakukan sckaligus dan lunas di kas daerah 
melalui Bcndahara Pencrimaan Ladan Pendapatan Dacrah 

(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari Iibur, maka batas waktu 
perabayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya 

(3] Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatua tempo pembayaran 
sebagaimana dimaksud paa ayat (I], dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua putuh empat) butan dan diragih dengan STPD 

Pasal 12 

(I) Pajak terutang dalam SKDKB, STD wajib ilunasi data jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puuh) hari scjak tangga! diterbitkar 

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STD yang tidak atau kurang 
hihayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (), 
dikcnakan sanksi administrasi berupa bunga scbcsar 2% (dua persen) per bulan, 

Pasal 13 

Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang 
atau badan, atau Iebih I (satu) orang atau beberapa badan, maa orang atau badan 
masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib 
Pajak dan bertangsung jawab renteng atas pembayaran pajaknya 

Pasal I4 

(I) Dalam hal pembayaran olch Subjck Pajak atau penguanjung/tamu kepada Wajib 
Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimnew maka hargea jual atau hers 
penggantan dihitng atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu. 

(2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk subjek paja 
atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang 
bersangkutan. 

(3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila 

a. Orang pribadi atau badan pengusaha restoran baik langsung atau tidal 

langsung bcrada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau 
badan yang sama, 

b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puhuh 
lima persen) atau lebih dari jumlah modal pads pengusaha restoran yang 
bersangkutan 



• 

• 

11 

Bagiean Ketiga 

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Pasal 15 

( I )  Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk ates pcrmohonan wajib Pajak sctclah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk 
mengangsur atau menunda perbayaran pajak yang terutang dalam $KPDK, 
SKPDBT dan STPD dengan dikenakan bunga sebesar 22% (dua persen} per bulan 

() Tata cara pembayaran angsuran danpemundaan pembayaran pajak terutang 
dilakukan sebagaiberikut 

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pemnbayaran secara angsuran maupun 
menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara trtuhis 
kepada Kepala Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 
fotocopy pajak terutang dalam SKPDKBT dan STD yang diajukan 
permohonannya; 

b. Permohonan scbagaimana dimnaksud pada huruf a harus sudah diterima 
Kcpala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sbelum jatuh tempo pcmbayaran 
yang ditentukan; 

c. Permohonan sebagaimana dimakstd pads huruf a harus me'ampirkan rincian 
tang pajak untuk masa pajak atau ahuan pajak yang Dersangkutan atau 
alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan; 

d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran 
yang disetuajui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dituangkan 
dalam surat keputusan, baik pembayaran secara angsuran maupuan 
penundaan pembayaran yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu 
mendapat telaahan dari kepala bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 
dan Kepala BidangPenagihan dan Keberatan; 

e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaiamana dimaksud pada huruf d 
dinyatakan Iebih lanjut dalam surat perjanjian, 

f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (ima) kali angsuran 
dalar janga waktu S (lima) bulan, 

Pasal 16 

()  Kepala Badan atau pejabat yang ditun;uk dapat menerbi:kan STPD pabila. 

a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang cdibayart 

b. Dari hasil penelitian Surat Pembenitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan 
pembayaran sebagai akibat oalah tuhis dan/ atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang daam STPD scbagairana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dcngan sanksi administrasi bcrupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama I5 {lima belas) bulan 
sejak saat terutangnya pajak 

(3) Pajak yang tidak atau krang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau 
terlambat dibayar dikenakan sanksi admini strasi bcrpa bunga scbesar 2% (dua 
persen) per bulan dan ditagih dengan STPD 



• 

Pa.sal 17 

(I) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPDKB, 
SKPDKBT dan $TPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputuan Keberatan 
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran 

f2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut 

a. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 
7 (tjuh) hari menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang scjcnis kepada Wajib Pajak setelah 
berakirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak, surat pembetulan, surat kputusan kcberatan dan putusan 
banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran; 

b. Kepala Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Pales.a 
terscbut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kpads Wajib Pajak atau 
penanggung pajak dalam waktu pahing singkar 21 [dua puluh satu] hari 
setelah surat teguran ditzrima wajib pajak engan membuat Berita Acara 
Pemberitahuan Surat Paksa; 

c. Kepala Dacrah selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanala 
Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang 
milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali duaa puhuh 
empat) jam setelah pelaksanaan/pembcritahuan surat paksa oleh Kepala 
Derah dengan membuat Benita Acara Pclaksanaan Penyitaan, 

d. Kcpala Daerah selaku pejabat menerbitken Surat Pencabutan Sita dan 
Jurusita Pajak menyampakannya kepada Wajib Pajak, apabila 

I Wajib Pajak atau penangsung pajak tclah melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak 

2. Berdasarkan putusan pengadilan atou putusan pcngadilan pajak; 

3. Ditetapkan lain dengan kepurusan Bupat 

c. Kepala Daerah atau Pejabat yang itunjuk dalam waktu paling singkat I4 
(emnpat beles) hari mensumumknn penjuaien @ora le/an& es baran 
Pengelolaan Aset Daerah barang-barang milike Wajib Pajak yang telah disita 
melalui media massa; 

f Kepaia Daerah menerbitkan surat kesemptan terakhir untuk mclunasi utang 
pajak dan biaya penagban pajak dan Jurusita Pajak mncnyampaikannya 
kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana tersebut pada huruf c 
sampai dcngan waktu scbagaimana tersebut pada harfg 

g Kcpala Daerah atau ejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas 
barangbarang milik Wajib Pajak bcrtcmpat di Badan Urusan Fiutang dan 
Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu pang singkat 1 (empat belas) hari 
setelah pengumuman lelapg; 

h. Lclang tidak dilaksanakan apabita Wajib Pajak tclah melunasi hutang pajak 
dan biaya peragihan pajak atau berdasarkan ptusan pengadilan atau 
putusan pcngadi)an pajak atau objck lelang musnah 

3) Ketentan mengenai pelaksanaan penagihan pajak engan Surat Paksa 
scbagaimnana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

() Pengajuan keberatan oieh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan 
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa 

• 
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() Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan 
penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan 
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurusan sanks admiristras 

Pasal 18 

enagihan pajak dapat dilakukan seketka dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo 
pembayaran sebagairana dimaksud dalam pasal 18 avat (I), apabila 

a Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk sclama-lamanya atau bcrmiat 
umtuk itu; 

b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangkn 
mnenghentikan atau mnengecilkan kegiatan perusahaan atau pckerjatun yang 
dilakukan di Indonesia; 

c. Terdapat tanda-tanda bahwg Wajib Pajakakan membubarkan badan usahanya, 
atau menggabungkan usahanya, atau memnekarjan usahanya, atau 
memindahtangankan perusahaannya yang dimilili atau dikuasainya, atau 
melakuan perubahan bentuk lainnya, 

d Badan usaha akan dibubarkan oleh pemerintah cacrah, 

e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda­ 
Landa kepailitan 

BAB V 

NOTA PEMBAYARAN 

PAsal 19 

(I) Setiap Wajib Pajak restoran dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran 
atas pelayanan restoran, wajib menggunakan nota pembayaran (bill yang tclah 
diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah ecuali ad izin persetujuan dari 
Kepala Badan 

(2) Nota pembayaran (bill sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dibuat/diceta 
atas biaya yang ditangsng sendiri oleh Wajib Pajak atau disediann Badan 

Pendapatan Daerah 

(3) Nota pembayaran {bill yang pengadaannya dibuat/dicetk sendiri oleh Wajib 
Pajak sebe!um digunakan dalam transaks/penerimaan pembayaran, tcrlcbih 
dahulu diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah 

(4) Wajib Pajak yang menggunakan nota pembayaran (bill yang tidak diporporasi 
olch Badan Pendapatan Dacrah, dikcnakan sanksi administrasi berupa kenaikan 
aebesar 2OO% [due ratuas persen) dari dasar pongenaan pajak. 

Pasal 20 

Tata cara pcnggunaan nota pembayaran (bi diatur scbagai berikut 

n. Nota pembayaran (bill] dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga] dengan warna 
berbeda dan harus memuat. 

Penycrahan pesanan menu makanan an/atau mimuman termasuk juga 
tambahannya, 

Nomor urut dan seri, 

3. Nara dan alamat usaha, 



Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual, 

5. Jumlah pajak hotel yang harus dpungut 

b. Nota pemoayaran (bill harus digunakan sccara berurutan dimulai dari nomor bil 
kcc dan sari hurf menurut alphabet; 

c. Nota pembayaran atau [bl~ harus diserahkan kepad Subjek Pajak pada saat 
Wajib Pajak mengajukan jumlah yang haras dibrayar oleh Subjek Pajak atau 
konsumnen, 

d Nota pembayaran atau (bill yang tclah dibayar oleh Subjck Pajak atau konsumen, 
drserahkan' 

t Lcmbar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen 

2 Lembar kedua, untuk Badan Pendapatan Darah 

3. Lembar keiga, untk Wajib Pajak yang bersangkutan, 

Pasal 21 

(l Utuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, 
Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register 
dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk untuk dikecualikan/dibebaskan dani kewajiban 
melegalisasi nota pembayaran (bill 

(2) Kepala Daerah dapat menye<ujui atau menolak permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pads ayat (I} secara tertuhis bcrdasarkan pertimbangan, 
antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas 
pclayanan dalam transaksi usahanyadan kapasits erta kemampuan teknis 
peralatan komputer atau mesin cash register 

[3) Dalam hal Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk menyetuju permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l], wajib pajak wajiU 

a, Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin 
cash register secara berkala dengan melamnpirkan print out hasil transaksi pada 
waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (9PTPD) 
kepada Kepala Dacrah; 

b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register digunakannya 
dengan sister pongawasan perpajakan dalam jaringan sister informasi Badan 
Pendapatan Daerah secara online apabila diperlukan 

Pasal 22 

() Nota Pembayaran (bill, baik yang tertuhis otau dicerak mcnggunakan komputer 
maupun mesin cash register, sebagai bukti transaksi/ penerirnaan perm bayaran 
harus mencantumkan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh per sen) 

[2) Apabila dalam nota perbayaran (bill yang cdrbuat/dicetak oteh Wajib Pajak tidal 
mnencantunrkan tarif pajak I% tscpulub persen) maka harga sudah termasu 

pajak yang terutang 



BAB VI 

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kes8tu 

Pembukuan 

Pasat 23 

()) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembuiuan yang berlaku secara 
umure 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (±) diselenggarakan dengan sebaik­ 
baiknya dan harts mencerminkan keadaan atatu kegiatan usaha sebenarnya. 

(3) Perbukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dcngan 
kegiatan usaha atau pekerjaan dan Wajib Pajak barns disimpan sclama S (ima) 
Tahun 

Pasal 24 

Tata cara Wajib Pajak menyelanggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan 
pembayaran sebagaimana dirnaksud dalam pasal 23 ayat (2) adalah se bagai berikut 

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto 
usahanya scoara lengkapdan benar; 

b. Pencatatan disclenggarakan secara ronologis berdasarkan urutan waktu; 

c Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dani I [satu) unit usaha, maka pencatatan 
dilakeukan secara terpisah; 

d. Pencatatan didukung dengan dokuren yang menjadi dasar perhitungan pajak 
berupa nota pembayaran {bill atau dokumen lainnya 

Bagian kedaa 

Perriksaan 

Pasal 25 

( I )  Dalam rangka pemeriksaan pajak restoran, Kcpala Darah atau Petugas 
Pemeriksa yang dituanjuak berwenang mclakukan pemcniksaan untuk menguni 
kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan daerah tentang pajak restoran. 

Z) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeniksa harus dilengkapi dengan 
Tanda, Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta 
memperhihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa : 

a. MemperLibatkan dan/atau merinjamnkan buku atau ca.atan dokumen yang 
menjadi dasardokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk mcmnasui tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, 

c. Memberi kesempatan kepada petagas untuk melakukan pemeriksaan kas [kas 
opnamc), stock nota pembayaran (bill maupun mesin cash register yang ada 
pada pengelenggara, 
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d Memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, 
lengkap dan jelas 

() Dalam ha Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dirmaksud pada ayat (3) yang menyebabkan Petugas Pemerikse menennui 
kesultan dalem menghitung nilai percdaran bruto, maka untuk pcngcnaan 
hesarnyapajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan 
omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kahi jumlah 
pajak terutang yang seharusnya dibayar 

5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaiamana dimaksud pada 
ayat() dapat diusulkan oleh Petugas Pemeriksa untuk ditctapkan sccara jabatan 

[6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan dengan 
persetujuan Bupati dapat menunjukan Konsultan Pajak atau Auditor untuk 
mendampingi Petugas Pemeniksaan Pajak. 

(7) Untuk kepentingan pengamanan Petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Daerah dapat 
meminta bantuan pengamnanan dari aparat pen&gak hukumn atau instansi 
terkaitnya sesuai dengan ketentuan pcraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta 
eerangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk 
merahasiakan, itu ditiadakan oleh permaintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

Bagian Ketiga 

Pengawasan 

Pasal 26 

(1) Dalarm rangka pelasanaan pengawasan pemungutan pajak restoran, Wajib Pajak 
berkewajiban melaporkan kepada Kepala Dacruh, paling lamnbat I (satu) hai kerje 
sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di restoran 

(2) Untuak keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah berwennng 
menempatkan Perugas Pengawasan yang dilengkapi surat tugas dan/atau system 
online [komputerisasi] di restoran 

(3) Pengawasan terhadap pcmbayaran pajak melalui sarana pemboyaran Wajib Pajak 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan 
mesin korputer yang dimilki Wajib Pajak yang dipcrgunakan scbagai sarans 
transaksi penerimaan dengan komputer milik pemerintah kabupaten melalui 
system jaringan informasi Badan Pendapatan Dacraa secara online 

(2 

(3) 

Pasal 27 
Penempatan peralatan berfungsi sebagai aiat kontrol setiap kegatan transaksi 
dan biaya pengadaan pcratan terscbut mcnjadi kewajiban pemerintah Dacrab. 

Wajib Pajak harus memelihara peralatan (aqiqrent) sebagaimana dimaksud 
dclam ayat () dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh 
emerintah Daerah 

Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat [), 
dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan opcrasional dan 
perhitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertenru dan/atau dengan 
pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu 

• 



• 

[1) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas wahtu tertentu yang citetaplan oleh 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk 
mengisi dan menandatangami Berita Acara Hasil Pengawasan 

(5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas pcncrpatan pcralatan scbagaimana 
dmaksud dalam Pasal 27 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan 
Penolakan Pemasangan Korputer dan Line Tclpon olth Wajib Pajak 

(6) Apabila dalam melakukan pengawasan dicemukan adanya pelanggaran yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak Badan Pendapatan Daerah 
melaksanakan perhitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi 
dalam Masa Pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir 

BAB VI 

KEBERATAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN BANDING 

Bagian Kesa1. 

Keberatan 

Pasal 28 

Wajib Pajak dapat mcngajukan keberatan epada Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunuk uatu SKPDKB, SKPBKBT, SKPDL8, BKPDN atau 9PTPD atas Pajak 
Restoran 

Pasal 29 

(l) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Dacrah Sebagernna 
dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang 
di:unjuk sesuai dengan kewenangannya 

(2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan 
cUageui bcrikut 

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalamn Bahasa Indonesia, dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas; 

b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kebcratan atas ketetapan pajak secara 
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 
pajak terscbut, 

c. Surat perohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal 
permohonan eberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dcngan 
melampirkan Surat Kuasa; 

d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Kctetapan Pajak dan 
untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotocopynya; 

e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 {tiga) 
bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tcrscbut tidal dapat 
dipenuhi karena diluar kekuasaannya 

Pasal 30 

( I ]  Pengauan keberatan yang Adak memenut persyaratan sebagaiaoa dimaksud 
dalam Pasa 29 ayat 62), tidak dianggap sebagai pongajuan keberatan sehingga 
tidak dipertimbangkan 



(2] Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi porsyaratan tetapi masih 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa} 29 ayat (2 huruf e, 
Kcpala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak 
mnelengkapi persyaratan tersebut 

Pasal 3l 

pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan peaksanaan 
penagihan pajak sesuai ketenuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 32 

f ? )  Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan scjak tanggal Surat Keberatan ditcrima, 
Kepala Dacrah harts memberikan keputusan atads kebcratan yang diajukan olch 
Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan 

(2) Surat Keputusan scbagairana diraksud pada ayat (I), dapat berupa mcncrima 
seluruhnya atau sebagian, menolale atau mnenamnbah besarnya pajak terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimnaksud pada ayat ( I )  telah lewat dan 
Kepala Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan. 

(4) Keputusan kcbcratan tidak mcnglangka hak Wajib Pajak nu engajukan 
permohonan mengangsur perabayaran. 

Pasal 33 

Dala heal Surat Permohonan Keberatan memerlu an pemeriksaan lapangan, maka; 

a. Kepala Daerah memerintahkan Kepala Badan Pendapatan untuk melakukan 
pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangan dalam Laporan Hasil Pameriksaan. 

b. Terhadap surat kcberatan yang tidak mermerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala 
Dacrah melakukan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya 
ditindaklanjuti dalam Keputusan 

asal 34 

I l I 
• Berdasarkan Laporan Hasil Pemeniksaan atau Laporan Hasil Koordinasi 

Perbahasan Kcbcratan Pajak scbagaimana dimaksud dalar Pasad 33, Kcpala 
Badan Pendapatan membuat telaahan staf yang bersikan araian pertimbangan 
dan pcnilaan terhadap Kcbcratan Wajib Pajak 

Berdasarkan tclaahan staf scbagaimana dimaksud pada ayat [],  Kcpala Badan 
Pendapatan memberikan pertimbargan kepads Kepala Daerah untuk 
ditindaklanuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menola, mengabulkan 
schuruhnya atau sebagian pcrmohonan Keberatan Wajib Pajak 

' 

Pasal 35 

(I) Kepala Daerah karena Jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat 
membctuikan Surat Kcputusan Kebcratan Pajak Restoran yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam pencrapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak 
restoran 

(2 Permohonan perbetulan scbagaimana dimaksud pade 
dis ampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala 
ambatnya 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal direrimaoya 
Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas 

ayat [), harus 
Daerah slambat­ 

Surat Keputusan 
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Bagion Kedua 

Keriganan dan Pembebasan Pajak 

asal 3 

(I) Wajih Pajak yang melaksanakan Pungutan Pajak 10% (sepuluh persen) atas 
pokok pajak terhutang tidak dapat oibcrikan keringanan pajak terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Daerah 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan Pajak 
Restoran hanya Kepada Kepala Dacrah 

(3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan 
swura tertulis dengan mengunakan Bahasa Indonesia serta mclampirkan 
fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identtas pemohon, fotocopy surat 
ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mcncantumkan alasan sccara jelas. 

(4) Aas permohonan pengurangan, keringanan atau pembcbasar pajak, Kepala 
Dacrah melakukan peneltian mengenai berkas permohonan dan ketengkapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(5) Alas telaahandan pertimbangan dari Kepata Bidang Pendattaran, Pendataan dan 
Peetapan dan Kcpala Bidang Penagihan dan Keberatan maka Kepala Badan 
merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak mengabulkan 
scluruhnya atau scbagtan Keberatan Wajib Pajak 

Pasal 37 

Atas permchonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat [2), 
Kepala Darah atau Pejabat yang dirnjuk dalam hal ini Kcpala Badan da pat 
memberikan penguranganpajak restoran untuk setinggitigginya 50% (ima pulh 
persen) dari pokok pajak 

Pasal 38 

I) Permohonan keringanan pajak restoran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat [2), dibcrian olch Kcpala Dacrah t bcrupa pcmbcrian ngsuran pembayarn 
pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang. 

(2) Pemberian keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
diberikan berdasarkan pertimbangan kcadaan tertentu yang dialari Wajib Pajak 

(3) RRuang lingup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertent 
sebagaimana dimaksud pada ayat [2], akan diatur tersendini oleh Keputusan 
Kepala Daerah. 

Bagian Ketiga 

Banding 

Pasal 39 

( I )  WajibPakak dapat mengajukar permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terbadap cputusan mcngcnai kcberatan yang ditctapkan oich Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

(2 Permohonan sebagaimana dimasud pada ayat (lj, diajukan secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang Jclas, dalam jangka waktu paling lama 
(tiga) bulan sejak Keputusan Kcberatan diterima dcngan dilampirkan salinan 
Surat Keputusan tersebut 
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(3] Peagajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksan.aan penagihan pajak 

Pasal 40 

tl) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan I (satu} surat banding 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutankcpada Pengadilan 
Pajak 

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ihapus daftar 
sengketa dengan 

a Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan encabutan diajukan sebelum 
sidang dilaksanakan, 

b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat 
Peryataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. 

Pasal 4J 

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0, dalam had banding 
hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar 
sebcsar 50% (lira puluh persen). 

BAB VII 

PEMETULAN PEMBULATAN, PENGURANGAN KETETAPAN 

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasad 42 

(I) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat 
rembetulkan suetu SKPDKB, SKPDKBT, 8KPDLBSKPDN yang deem 
penerbitannya terdapat kesalahan tuhis, kesalahan hitungan/atau kekeliruan 
penerapan Peraturan Daerah 

(2) Pelaksanaan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBTatau STPD atas permohonan Wajib 
Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat ( dilakukan sbagai berikut. 

a. Permohonan diajukan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan setelah surat ketetapan pajak scbagaimana dinaksud pada ayat (l) 
diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipeouhi karena keadaan di luar kekuasaarnya, 

b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik arena 
jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana din.aksud pada ayat 
(I), dilakukan penelitian administrasi atas kealahan tulis, kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Dacrah tentang Fajal 
Restoran; 

c. Apabila dani hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada huruf b ternyata 
tcrdapat kesalahan tulis, kcsalahan hitung dan/atau kckeliruan dalam 
pencrapan Peraturan Daerah tcntang Pajak Restoran, maka SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD tersebut dibetutkan sebagammana mestinya, 

d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputsan Pembetulan 
Ketctapan Pajak olch Kepala Dacrah, 
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e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
huruf hanus disampaikan kcpada Wajib Pajak paling lambat 3 (igaj hari 
kerja scjak diterbitkan, 

f Surat Keputusan Pembetulan rtetapan Pajak harus dihunasi dalam janga 
waktu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterbitkan, 

g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak maka 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan scbagai arsip 
dalam administrasi perpajakan, 

h. SKPDKB, SKPDKBT atau 3TPD semula, sebelum cisimpan sebagai arsip 
sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf 
scrta dicantumkan kata-kata Dibatalkan"; 

i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka kcpada Kepala Daerah 
segera menerbitksn Surat Keputusan Penolakan Pembetulan $SK9DK, 
SKPDKBT atau 9TPD 

Pasal 43 

I )  Kepala Uacrah karena jabatannya ateu aas  pcrmohonan wajib Pajak dapat 
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan 
atau kenaikan pajak yang terutang dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kcsaahannya. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi becrupa bunga, denda dan 
knaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (), dapat dilakukan 
terhadp: 

a. Sahksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran 
pada masa pajak; 

b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam 
Surat Keteta pan Pajak Daerah 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda discbabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak 
cbagaiamana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagsi berikuat: 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pcngurangan/penghapusan secara 
tertulis kepada Kepala Darah dalam waktu paling lama 7 {tujuh) hari setelah 
jatuh tcrpo pembayaran pajak terutang, kecuali apabi±a Wajib Pajak dapat 
menunjukan bahwa jangka watu tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
eadaan diluar kekasannya, 

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus mencantuman 
alasan yang jelas dengan pernayataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
arena kesalahannya dan melampirkan Surat Setoran Pajak Dacrah yang 
telah diisi dan ditandatangani Wajb Pajak, 

c. Terhadap perrohonan yang ditola, Kepala Dacrab: 
I Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, 

a ta, 

2 Menuhis catotan/keterangan poda sarana pembayaran $9Pp yang 
menerangkan bahwa pokok pajak ibayar beserta sanksi administrasi 
bcrupa bunga sebesar 2% {dua persen) perbula untuk kemudian 
dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Daerah dan selanjutnya 
menerbitkan STPD yang mnemuat sanksi administrasi borupa bunga 2% 
(dua persen) dimaksud 
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d. Terhadap permohonan yang disctujui atau karcna jabatan berdasarkan alasan 
yang dapat diterima, Kepala Daerah mengurangkan atau menghapus sanksi 
administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pemnbayaran pada masa 
pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran 
83Pp bahwa sanksi terscbut rkurangkan atau dbapuska serta dibubuhr 

tanda tangan dan nama jelas Kepala Daerah; 

e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dlam akt 1 s 24 (satu kahi dua 
puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d, 

f Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah: 

I. Memuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran ssPD bahwa 
sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% tdua persen) perbulan untuk 
kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelasKepala Baian, 

2. Menerbitkan STPD aas pcngcnaan sanksi bunga terscbut. 

() Penguarangar atau penghpusan sanksi administrasi berupa bunga, denda 
tan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah atau STD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan scbagai bcrikut.: 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah 
dalam jangka waktu 4 (cmpat) bulan ejak Surat Ketetapan Pajak Daerah 
diterima oleh Wajih Pajak, kecuahi apabila Wajib Pajak dapat menurjukan 
bahwa jangi«a waktu terscbuat tidak dopat dipcnuhi arena kcadaan di luar 
kekuasannya, 

b Permohonan ebagaimana dimaksud pad.a huruf a harts mencantumkan 
alasan yang jelas serta melampirkan 

l. Surat Pernyataan kekhiafan Wayib Pajak a tau bukan arena 
kesalahannya, 

2. Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang menetapkan adanya kenaian pajak 
tertang. 

(5] Berdasarkan surat permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b, 
Kepala Daerah menunjuk Pejabat untuk melaukan penelitian administrasi 
tentang kebenarn dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b 

(6] Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pcnelitian 
adrainistrasi dilakukan olch Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

(7) Apabila dianggap perlu pormohonan yang mcmcrlukan penelitian dan 
pembahasan materi tebih mendalam maka Kcpala Daerah memperubang.an 
masukan Kcpala Badan Pencapatan Dacrah 

(8) Atas dasar hasil penelitian administrasi scbagaimana diraksu pada ayat (5) 
atau aye [6), dan/ atau hasil rapat koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayal 
(7), Kepala Badan membuat tclaahan pertimbangan alas pengurangan a tau 
pengahapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau 
penolaan dari Kepala Daerah 

(9) Dalarn hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8] disctujui, 
mnaka segera memberikan pcngurangan atau peoghapusan sanksi administrasi 
berupa bungs atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang tclah 
diterbitkan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan 
enghapusan Sanksi Administrasi sebagai pcngganti Surat Ketetapan Pajak 
Daerah atau Surat Tagihan Pajak Dacrah semula, serta ditandatangani oleh 
Kepala Daerah 
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[IO) Dalamn hal telaahan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, 
mnaka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan 
Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dacrah dan 
Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tjuhj hari setelah 
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan 
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10] 

Pasal 44 

(I) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas pcrmohonan Wajib Pajak dapat 
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang ticak benar, apabila 
terdapat: 

a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan 
untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu 
pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau pcngajuan 
penguarangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampui atau, 

b. Novum atau fakta bar yang bclam terungkap discbabkan tidak 
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah atau pcogajuan pengurangan dan penghapusan 
sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni 
pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. 

(2) Ketetapan pajak scbagaimane dimaksud peda ayat (I] adalah fumlah pokok pujak 
ditamba.h sanksi admimistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak 
yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak 

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib 
Pajak, ditentukan sebagai berikut 

a Surat permohonan Wajib Pajak diduung otuh Novurn tau fukt bar yang 
meyakinkan seoagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  

b. Dalarn surat perrnohonan Wajib Pajak harts dilampirkan okumen berupa 
lot0copy 

I Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan permohonannya; 
2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; 

3. Berkas permohonan bcrikuat bukt penolakan keberatan atau bukti 
penolakan pengurangan an penghapusan sanksi adrinistrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l), pengajuan permohonan yang tidak 
memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
tidak dapat dipertimbangan dan berkas pcrmohonan dikembalikan 
kepada Wajib Pajak; 

• Pcngurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan 
sesual permintaan Kepala Daerah atau atas usulan dani Kcpala Baden 
Pendapatan berdasarkan pertimbongan keadilan dan adanya temuan 
baru 

5. Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebaagaimana dimaksud pada ayat 13) 
dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayar 
(4), Kcpala Daerah memerintahkan Kepala Badan untuk membahas 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 

6. ·  Hasil pemahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan Kepala 
Daerah dcngan melampirkan telaahan pertimbangan atau 
pengurangan/ pembatalan ketetapan pajakK. 
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7 Berdasarkan Laporan Kepala Badan Pendapatan serta celaaha 
pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat [6), Kzpala Daerah mcmberikan kcpurusen berupa 
menerma atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau mnenerima 
atau menolak pembatalan ktctap an pajak 

8. Ats diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak sebagaimana dimnksud pada ayat (8) hruf a, Kepala 
Dadan Pendapatan scgera melaukan; 

a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dcngan cara mengusulkan 
kepada Kepala Daerah untuk mencrbitkan Surat Ketetapan Pajak yang 
baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan 
Pajak yang lama, 

b. Peberiun tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama dan 
» selanjutnya diberi cetatan/keterangan bahwa surat Ketetapan pajel 

Dibatalkan, serta dibubuhi paraf dan nama pcjabat yang 
bersangkutan; 

c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk mclakukan pcmbayaran 
pajak paling lama7 [tujuh) hari setelah diterima Surat Keterapan Pajak 
yang baru; 

d. Terhadop Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana 
dimasud pada huruf b, disimpan ebagar arsip pada administrasi 
perpajakan; 

' 
e. Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau 

Pembatalan Ketetapan Pajak scbagaimana dirnakswud pada ayat (8) 
huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dilakukan 
dengan Surat Keputusan ini, 

BAB lX 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 45 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 
pembayaran pajak restoran kepada Bupati melalui Kpala Badan dan 

2) Pengembalian kelebihan pemoayaran sebagaimana dimasud dengan ayat (l] 
discbabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas 
Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Per.dapatan Dacrah dan bcrdasarkan: 

a. Perhitanan dan Wajib Pajak; 

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan dan Surat Keputsan 
Pengrangan atau Penghapusan sanksi administrasi, 

c. PutuSan Banding atau putusan peminjauan kembali; 

d. Kebijakan pemberian pengurangan, keriganan dan/atau pembebasan pajak 
berdasarkan ketcntuan peraturan perundang-undangan 

(3] Atas permnohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pad ayat (I) Kepala Badan 
atau Pejabat yang itunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan 
terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban 
pcmbayaran Pajak Dacrah lainnya oleh Wajib Pajak. 



() Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),  Kepala Badan 
dclam jangka waktu paling lama 3 (iga) bulan sejak diterimanya permohonan 
harus memberikan keputusan 

(5) Kelebihan pembayaran payak yang sudah disctor dapat dikembahikan kcpada 
Wajib Pajak atau Penanggang Pajak melalui restitusi dengan cara: 
a Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permobonan sebagaimana 

dimaksud padaayat [l} secara tertulis yang dibubuhi materai cukup, paling 
lambat 3 (tiga) Dulan scjak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, 
dengan melampiran dokumen 

Identitas penduduk/KTP pemohor 

2 SPTPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan, 

3. Asli tanda bukt pembayaran pajak, 

4 Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak 

b. Setelah Wajb Pajak atau Penangsung Payak menerima SKPDLB, Kepala Badan 
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Ketebihan Pajak Dacrah {8PMKD}; 

c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak esuai SPMKPD dan 
SPMU 

(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pcmbayaran 
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 
tersebut; 

(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak dipcrhitungkan dengan tang pajak lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan jtga berlaku sebagai bukti 
pembayaran 

• 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dslam Lembaran Daerah Kabupaten Malulu Tengah. 
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